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ABSTRAK

NATASYA PUTRI HARUMI, NIM: 21011028, Analisis Peralihan
KewenanganWali Nasab kepada Wali Hakim dalam Pelaksanaan Pernikahan
di KUA Gunung Sindur Perspektif Figh Munakahat, Program Studi Hukum
Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam. x+128

Fenomena meningkatnya penggunaan wali hakim dalam pelaksanaan
pernikahan di KUA Kecamatan Gunung Sindur menimbulkan pertanyaan
serius terkait keabsahan pernikahan secara fighiyyah dan legalitas
administratif. Dalam praktiknya, banyak kasus ditemukan di mana wali nasab
tidak dapat menikahkan mempelai perempuan karena alasan tertentu, seperti
ketidakhadiran, penolakan atau tidak memenuhi syarat syar’i. Situasi ini
mendorong perlunya kajian mendalam untuk melihat bagaimana peralihan
peran wali dilakukan, serta apakah prosedur dan praktiknya telah sesuai
dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui
observasi, wawancara dan dokumentasi di KUA Gunung Sindur. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab peralihan wali nasab
kepada wali hakim, menelaah prosedur administratif yang diterapkan dan
mengkaji praktik tersebut dalam bingkai figh munakahat. Proses peralihan
dilakukan melalui verifikasi administratif dan penetapan kepala KUA sebagai
wali hakim berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 serta
Kompilasi Hukum Islam. Dari sisi figh munakahat, peralihan wali ini
dibenarkan apabila memenuhi unsur darurat, kemaslahatan serta tidak
melanggar prinsip urutan wali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1)
Terdapat empat penyebab utama peralihan kewalian, yakni tidak adanya wali
nasab, wali nasab hilang ingatan, tidak diketahui keberadaannya, dan wali
bukan seorang muslim; 2) Implementasi prosedur peralihan wali nasab ke wali
hakim di KUA Gunung Sindur mengikuti tahapan identifikasi, pemeriksaan
legalitas, penelusuran urutan wali, serta penetapan oleh Kepala KUA
berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. 3) Tinjaun
figh munakahat menyatakan bahwa praktik ini sah selama memenuhi prinsip
darurat, maslahat dan tidak melanggar urutan wali, meski demikian,
ditemukan kendala seperti lemahnya pemahaman masyarakat tentang urutan
wali dan kurangnya sosialisasi hukum. Temuan ini diharapkan menjadi
kontribusi praktis dan teoritis dalam pengembangan hukum perkawinan Islam
serta penguatan kebijakan layanan keagamaan di Indonesia.

Kata Kunci: Wali Nasab, Wali Hakim, Figh Munakahat.
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BAB1I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian (akad) yang

menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami
istri, serta menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang saling
mengikat diantara keduanya. Perkawinan tidak hanya dianggap sebagai
institusi sosial, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam membentuk
kehidupan bermasyarakat yang ideal. Melalui pernikahan, terbangunlah
kehidupan rumah tangga yang teratur dan proses regenerasi keturunan
secara sah dan terhormat.

Lebih dari sekedar penyatuan dua individu, pernikahan memiliki
nilai spiritual yang tinggi karena mengandung tujuan luhur, yaitu
membentuk perjanjian suci yang disaksikan oleh Allah SWT. Oleh
karena itu, pelaksanaan pernikahan dipandang sebagai suatu bentuk
ibadah. Salah satu landasan yang kerap dijadikan rujukan untuk
menjelaskan esensi tujuan pernikahan adalah firman Allah dalam Surah

Ar-Rum ayat 21;

Yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah
Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

! Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Modul
Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah (seri B) Figh Munakahat, 2002, hlm. 3
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Ayat diatas menjelaskan salah satu tanda kebesaran Allah Adalah
penciptaan pasangan-pasangan dari jenis yang sama, yakni laki-laki
dengan perempuan. Tujuannya adalah agar manusia dapat saling tertarik
mencintai dan merasakan ketenangan bersama setelah disatukan dalam

pernikahan. Ini merupakan wujud dari rahmat Allah.?

Rukun nikah merupakan unsur-unsur mendasar yang harus
dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah menurut hukum Islam.
Istilah rukun sendiri menunjukkan sesuatu yang bersifat esensial dan
wajib ada, jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akad
nikah dianggap tidak sah atau batal demi hukum.? Apabila seluruh rukun
dan syarat akad nikah telah dipenuhi, maka pernikahan tersebut tidak
hanya dinyatakan sah menurut ketentuan hukum Islam, tetapi juga
diharapkan mendapat limpahan keberkahan dan keridhaan dari Allah
SWT. Menjalankan pernikahan sesuai dengan tuntunan syariat
merupakan bentuk kepatuhan kepada Allah serta Upaya untuk menjaga
kehormatan manusia dalam membangun rumah tangga yang dilandasi

ketenangan, kasih sayang dan rahmat.

Untuk suatu akad nikah dinyatakan sah secara hukum Islam dan
diakui secara negara, maka harus dipenuhi beberapa syarat dan rukun
pokok, diantaranya:*

1) Hadirnya calon suami dan calon istri

2) Status calon istri harus halal dinikahi

2 Wahbah al-Zuhaili, Tafsir Munir, Jilid 21, hlm. 75

3 Wantijik Saleh, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1980), hlm. 15

4 Anshari Thayib, Struktur Rumah Tangga Muslim, (Surabaya, PT. Risalah Gusti,
1994), him. 25



3) Adanya sighat (Ijab dan Qabul) yang diucapkan dengan jelas
dan bersifat pasti

4) Kehadiran dua orang saksi laki-laki yang memiliki sifat adil

5) Persetujuan atau kesediaan (ridha) dari kedua belah pihak

6) Identitas pihak yang melangsungkan akad harus terang atau
jelas dan tidak menimbulkan keraguan

7) Adanya wali nikah yang sesuai garis nasab atau wali hakim
dalam kondisi tertentu

Telah disebutkan bahwa sebagaimana telah dijelaskan, salah satu

utama dalam pernikahan menurut hukum Islam adalah adanya wali

nikah, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi SAW:
Jie shals 5 Uy V) £S5 Y

Artinya: “Tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi
yang adil.”

Wali merupakan individu yang sah memiliki kewenangan hukum
untuk bertindak atas nama orang yang berada dalam tanggung jawabnya.
Dalam konteks pernikahan, wali adalah pihak yang bertugas
menikahkan seorang perempuan dengan calon suaminya. Secara lebih
luas, perwalian dapat dimaknai sebagai bentuk kekuasaan penuh yang
diberikan oleh agama kepada seseorang guna mengurus dan wewenang
penuh yang diberikan oleh syariat kepada seseorang untuk mengatur dan
menjaga pihak yang berada dalam tanggungannya maupun harta benda

yang menjadi tanggungannya.®

5> Muhammad Dhiya al-Rahman al-Azhamiy, Al-Minnah al-Kubra Syarh wa Takhrij
al-Sunan al-Shugra, (Riayadh: Maktabah al-Rusyd, 2001)

¢ Sumiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cet. Ke-6,
(Yogyakarta: Liberti, 2007), hlm. 41



Dalam buku Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, dalam bab
yang membahas tentang nikah, hal pertama yang dijelaskan adalah
tentang perawalian. Penjelasan ini menunjukkan bahwasannya peran
wali dalam pernikahan sangatlah penting, mendasar dan utama, karena
keberadaan wali dianggap sebagai syarat sahnya akad nikah dalam
pandangan hukum Islam. Oleh karena itu, peran wali dalam peprnikahan
bukan sekedar simbolis atau formalitas semata, melainkan merupakan
unsur mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari keabsahan pelaksanaan

akad nikah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Menurut jumhur ulama, terdapat susunan wali nikah yang harus
diikuti secara berurutan. Urutan tersebut mencerminkan prioritas
berdasarkan hubungan nasab melalui garis laki-laki. Adapun urutannya

adalah sebagai berikut:’

1. Ayah, Kakek dan seterusnya keatas dalam garis keturunan
laki-laki

2. Saudara laki-laki kandung maupun seayah

3. Keponakan laki-laki, baik dari saudara kandung maupun
seayah

4. Paman kandung atau paman dari jalur (seayah)

5. Sepupu laki-laki dari jalur ayah, baik kandung maupun
seayah

6. Penguasa seperti sultan, raja atau pejabat yang berwenang

menjalankan tugas sebagai Wali Hakim

Dalam hukum islam, hak kewalian tidak bisa dialihkan kepada

pihak lain selama wali yang lebih utama dalam urutan nasab masih

" Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setiam, 2000), hlm.



hidup. Hal ini berlaku meskipun wali tersebut sedang berada di lokasi
yang jauh, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat dihubungi,
selama masih terdapat harapan akan kembalinya. Ketidakhadiran wali
karena berpergian dalam jarak dekat dan masih memungkinkan untuk
kembali, tetap dianggap sebagai ketidakhadiran secara hukum. Oleh
sebab itu, apabila wali yang lebih utama menolak menikahkan, maka
tidak secara otomatis memberikan hak kepada wali yang berada

dibahwahnya dalam urutan nasab untuk mengambil alih perwalian.®

Dalam perspektif syariat Islam, wali yang dengan sengaja
menolak atau enggan untuk menikahkan perempuan yang berada di
bawah tanggung jawab perwaliannya, padahal calon suami telah
memenuhi kriteria kelayakan menurut agama, disebut sebagai wali
adhal. Penolakan semacam ini dipandang sebagai tindakan yang
bertentangan dengan hukum syara’, karena dapat menghalangi hak

perempuan untuk menikah secara sah dan syar’i.’

Dalam konteks hukum di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam
dalam Pasal 14 sampai 22 juga mengatur secara eksplisit perihal rukun-
rukun tersebut, terutama mengenai peran sentral seorang wali dalam
akad nikah. Jika salah satu unsur dari nikah tidak terpenuhi, maka
pernikahan tersebut dianggap tidak sah baik menurut hukum agama
maupun hukum negara.'® Oleh karena itu ketetapan dalam pelaksanaan

syarat dan rukun akad nikah menjadi sangat penting untuk menjamin

8 Imam Asy-Syafi’i, AI-Umm, Juz 9, Terjemahan. Dr. Rif’at Fauzi, Dkk, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2014), him. 79

9 Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islam wa Adillatuhu, Juz 9, Terjemahan Abdul
Hayyie Al-Kattani, DKK, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 470

19 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.45-67



keabsahan pernikahan serta memberikan perlindungan hukum bagi
semua pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

Prinsip ini ditegaskan melalui Peraturan Menteri Agama (PMA)
Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan Pernikahan. KHI jelas
menyebut wali sebagai salah satu rukun nikah, sementara PMA
mengatur teknis penunjukan wali hakim apabila wali nasab tidak ada,
tidak diketahui keberadaannya atau tidak memenuhi syarat secara syar’i
maupun administratif. Berdasarkan PMA ini, penghulu berhak atau
memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim setelah

melalui proses verifikasi administrasi dan pertimbangan hukum.

Oleh sebab itu, peran wali dalam suatu akad nikah memiliki
kedudukan yang sangat esensial. Wali bertindak sebagai pihak yang
secara sah mewakili mempelai perempuan akad pernikahan dengan
calon mempelai laki-laki.'" Wali bertugas tidak hanya sebagai saksi,
tetapi juga sebagai perwakilan keluarga dalam menjamin bahwa
pernikahan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan

norma-norma agama.

Namun dalam praktiknya, terdapat kondisi dimana wali nasab
tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Penelitian ini
mengidentifikasi fenomena di wilayah Curug, Gunung Sindur, di mana
ditemukan dominasi kasus peralihan wali. Dari total 28 kasus peralihan
wali (Januari 2024 — April 2025), 5 kasus diantaranya berasal dari
Curug, menjadikannya desa dengan jumlah kasus penggunaan wali
hakim terbanyak. Kasus-kasus lainnya tersebar di desa-desa seperti

Rawakalong, Pengasinan, Perumpung, Cibadung serta wilayah lainnya.

" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 58



Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Gunung Sindur, terdapat
beberapa alasan utama yang menyebabkan peralihan wali nasab kepada
wali hakim. Berikut data pernikahan wali nasab kepada wali hakim di

KUA Kecamatan Gunung Sindur selama satu tahun lima bulan terakhir

(Januari 2024 — April 2025).

NO WAKTU JUMLAH KASUS | NO WAKTU JUMLAH KASUS
1. Januari 2024 3 Kasus 9. | September 2024 1 Kasus
2. | Februari 2024 3 Kasus 10. | Oktober 2024 3 Kasus
3. Maret 2024 1 Kasus 11. | November 2024 3 Kasus
4. April 2024 - 12. | Desember 2024 -
5. Mei 2024 2 Kasus 13. Januari 2025 -
6. Juni 2024 1 Kasus 14. | Februari 2025 1 Kasus
7. Juli 2024 4 Kasus 15. Maret 2025 -
8. | Agustus 2024 5 Kasus 16. April 2025 1 Kasus

Fenomena ini bukan hanya berdampak pada aspek administratif,
namun juga memiliki dampak yang signifikan. Secara psikologis, hal ini
dapat mempengaruhi hubungan antara calon mempelai dengan
keluarganya. Secara sosial, fenomena ini bisa menimbulkan stigma atau
pandangan negatif dari masyarakat. Selain itu, dari segi hukum,
peralihan ini bisa menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan dan
legitimasi pernikahan. Dampak psikologis dan sosial ini juga dapat
mempengaruhi  dinamika keluarga dan komunitas serta dapat
menimbulkan tantangan dalam integrasi sosial pasangan yang baru

menikah.

Namun, terdapat kesenjangan antara ketentuan figh mengenai
perwalian dan implementasinya dalam praktik pernikahan di KUA

Kecamatan Gunung Sindur. Secara normatif, figh munakahat mengatur



bahwa wali nasab tidak dapat digantikan jika masih hidup dan
memenuhi syarat, sedangkan dalam praktiknya, faktor administratif
seperti ketidaktahuan keberadaan wali, penolakan wali karena alasan
pribadi atau ketidakpahaman wali terhadap syarat perwalian dapat
menimbulkan pertanyaan mengenai validitas fighiyyah dari proses
peralihan tersebut, serta bagaimana pihak KUA mempertanggung

jawabkan secara syar’i.

Maka penting untuk dilakukan penelitian ini guna memahami
lebih jauh dinamika peralihan peran wali dari wali nasab kepada wali
hakim yang terjadi di lapangan. Penelitian ini tidak hanya membahas
sebab dan prosedur peralihan wali, tetapi juga menganalisisnya dari
sudut pandang figh munakahat, sehingga mampu memberikan gambaran
utuh mengenai praktik tersebut baik secara aspek hukum normatif, tetapi
juga mempertimbangkan dimensi sosial, budaya dan administratif yang

membentuk konteks peralihan tersebut.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang
mengintegrasikan data lapangan aktual dengan telaah fighiyah, serta
menyoroti praktik administrasi KUA secara kritis. Penelitian ini
diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah yang tidak hanya
memperkaya kajian hukum keluarga Islam, tetapi juga memberikan
pedoman praktis bagi para penghulu dan petugas KUA dalam
menetapkan wali hakim secara tepat dan bertanggung jawab. Dengan
demikian, nilai-nilai keadilan, maslahat, dan keabsahan pernikahan
dalam Islam tetap terjaga dalam praktik sosial keagamaan di

masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memandang

perlu untuk mengkaji secara mendalam mengenai fenomena peralihan



wali nasab kepada wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan di KUA
Kecamatan Gunung Sindur. Untuk itu, fokus penelitian ini diarahkan
pada persoalan tersebut dengan mengangkat judul: “ANALISIS
PERALIHAN KEWENANGAN WALI NASAB KEPADA WALI
HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA
GUNUNG SINDUR PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT”.

Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan

membahas fokus penelitian yaitu tentang:
1) Fenomena peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA
Kecamatan Gunung Sindur dalam pelaksanaan perkawinan
2) Prosedur peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA
Kecamatan Gunung Sindur dalam pelaksanaan perkawinan
3) Tinjauan Figh Munakahat terhadap peralithan wali nasab
kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur dalam

pelaksanaan perkawinan

Rumusan Masalah
Bersadarkan pemaparan dalam latar belakan masalah tersebut,

maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:
1) Apa faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan wali nasab
kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur?
2) Bagaimana prosedur peralihan wali nasab kepada wali hakim
di KUA Kecamatan Gunung Sindur dalam pelaksanaan
perkawinan?
3) Bagaimana tinjauan figh munakahat terhadap fenomena
peralihan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di KUA

Kecamatan Gunung Sindur?



D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan
terjadinya peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA
Kecamatan Gunung Sindur

2) Untuk mengetahui bagaimana prosedur peralihan wali nasab
kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur dalam
pelaksanaan perkawinan

3) Untuk meninjau fenomena peralihan wali nasab kepada wali
hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur berdasarkan

tinjauan figh munakahat

E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1) Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan
program studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Keluarga
Islam  Universitas  Darunnajah.  Kontribusi ~ dalam
memperdalam pemahaman faktor dan prosedur peralihan wali
nasab kepada wali hakim, serta analisis figh munakahat dalam
konteks praktik di KUA

2) Untuk memperluas wawasan, khususnya terkait hukum
perkawinan dengan fokus pada pelaksanaan pernikahan
menggunakan wali hakim dalam perspektif figh munakahat
serta prosedur peralihannya dalam konteks hukum Islam dan
hukum positif di Indonesia.

3) Menjadi referensi dalam kajian hukum keluarga Islam,

khussunya perwalian dalam perkawinan.



F. Sistematik Penelitian
BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahasa beberapa aspek penting yang meliputi: Latar
Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematik Penelitian.
BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini merupakan kajian teori secara umum yang menguraikan
tentang pengertian wali, kedudukan wali dalam pernikahan, pengertian
wali nasab, syarat, hak dan kewajiban wali nasab, perngertian wali
hakim, dasar hukum penggantian wali hakim, wali nikah dalam figh
munakahat menurut mazhab Syafi’i, Hanafi, maliki, Hanbali dan jumhur

ulama dan prinsip urutan wali dan kebutuhan wali hakim.
BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh
peneliti untuk pengumpulan data, pendekatan penelitian, lokasi dan

waktu penelitian.
BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian atau jawaban dari hasil
penelitian dan pembahasan mengenai fenomena peralihan wali nasab
kepada wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan (Studi Kasus di KUA

Kec. Gunung Sindur) dalam perspektif figh munakahat.
BAB V: PENUTUP

Bab yang terakhir ini merupakan bab penutup yang terdiri dari

kesimpulan dari sebuah penelitian dan juga saran-saran.
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BAB 11

KAJIAN TEORI
A. Wali dalam Perkawinan

1. Pengertian Wali

Secara terminologis maupun dari segi keabsahan, istilah wali
berasal dari bahasa Arab al-Waliyyu, yang berarti seseorang yang
memiliki kekuasaan, perlindungan atau penolong dalam mengurus
urusan pihak lain. Wali juga dimaknai sebagai individu yang
memiliki otoritas untuk mewakili atau bertindak atas nama orang
lain sesuai dnegan ketentuan hukum yang berlaku.! Wali adalah
seseorang yang memiliki hak tau kewenangan untuk melakukan
suatu tindakan hukum atas nama dan demi kepentingan pihak yang
diwakilinya. Kewenangan ini diberikan sebagai bentuk tanggung
hawab hukum dan syar’i guna melindungi serta mewakili pihak
yang berada dalam tanggungannya, terutama dalam hal-hal yang
berkaitan dengan urusan keperdataan, termasuk dalam akad

pernikahan.?

Secara umum, wali adalah seseorang yang diberi wewenang
atau kekuasaan untuk mengurus atau mewakili orang lain dalam
hal-hal tertentu. Dalam konteks hukum, peran wali sangat penting
karena memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk
melindungi dan mengurus pihak yang mereka wakili. Dalam hukum
Islam, konsep wali memiliki cakupan yang lebih luas dan

mandalam. Wali tidak hanya berperan dalam urusan perwakilan

' Achmad Warson Al-Munawwir, Kamus Arab Munawwir, Cet. 3, (Yogyakarta,
Pustaka Pesantren, 2007), him. 178
2 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 258
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anak dibawah umur teteapi juga dalam berbagai aspek lain,

termasuk pernikahan.

Secara istilah, yang dimaksud dengan wali menurut para
fugaha (ahli figh) adalah seseorang yang memiliki wewenang atau
kekuasaan untuk melangsungkan suatu akad perikatan (akad),
khususnta akad nikah, tanpa harus terlebih dahulu memperoleh
persetujuan dari orang yang berada di bawah perwaliannya. Dalam
konteks ini, wali bertindak atas dasar tanggung jawab dan otoritas
syar’i untuk menjaga kemaslahatan pihak yang diwalikannya,
terutama perempuan dalam pelaksanaan akad nikah.® Di sisi lain,
istilah wali memiliki beragam makna tergantung pada konteks

penggunaannya.

Kata wali berasal dari bahasa arab yaitu al-wali yang berarti
pelindung, pengampu atau penanngung atas kehidupan seseorang.
Sementara itu, kata perwalian dalam bahasa arab berasal dari kata
wilayah (4Y 5) yang mengandung makna kekuasaan, kepemimpinan
atau otoritas untuk mengurus dan melindungi pihak lain. Dalam
konteks pernikahan, wilayah merujuk pada otoritas yang dimiliki
oleh seorang wali untuk menikahkan perempuan yang berada di
bawah tanggung jawabnya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial

dan hukum yang diberikan oleh syariat Islam.*

Menurut Peunoh Daly, wali adalah seseorang yang memiliki
hak atau kekuasaan untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum

atas nama orang yang berada di bawah tanggung jawab

3 Hasan Muarif Ambary, et al., Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005),
hlm. 243

4 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, cet. Ke-14, (Surabaya: Pustaka
Progresif, 1997)
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perwaliannya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syariat
Islam. Kewenangan ini diberikan guna menjamin terpenuhinya
perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi pihak yang diwakili,

terutama dalam pelaksanaan akad nikah.’

Wali nikah adalah seseorang yang berwenang untuk
menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Wali
nikah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan
tersebut sah dan sesuai dengan keuntungan yang berlaku. Wali
nikah memainkan peran penting dalam menjaga hak-hak
perempuan serta menjamin bahwa proses akad berlangsung dengan

penuh kehati-hatian, keadilan dan sesuai prinsisp syariat Islam.

. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Menurut pandangan mayoritas ulama (jumhur), keberadaan
wali merupakan syarat sah dalam akad nikah. Namun, berbeda
dengan pandangan tersebut, sebagian ulama seperti mazhab Hanafi,
Zufar, al-Sha’bi dan al-Zuhri berpendapat bahwa seorang
perempuan yang telah dewasa diperbolehkan menikah tanpa wali,
asalkan calon suaminya memenubhi kriteria kufu’ atau setara secara

sosial dan agama.®

hlm. 134

5 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988,

¢ Ibnu Rushd, Bidayat al-Mujtahid, Vol. 2, 7



Jumhur mengemukakan beberapa hadits Nabi, diantaranya:

-
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Artinya: Dari ‘Aisyah bahwasannya Nabi Muhammad SAW
bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan
siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal,
batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah)
walinya wanita yang tidak punya wali”. [HR. Abu Dawud Ath-
Thayalisi]
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Artinya: Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari
‘Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, “Siapa
saja wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal,
maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika

7 Hadits Riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi dalam Musnad ath-Thayalisi, no. 835;
juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, no. 2085; at-Tirmidzi, no. 1101;
Ibnu Majah, no. 1879; dan Ahmad dalam MUsnad Ahmad, 6/66, 6/227; Hadits ini dinyatakan
shahih oleh banyak ulama seperti Syaikh al-abani dalam /rwa’al-Ghalil, no.1389

8 Hadits Riwayat Abu Dawud, no. 2083; at-Tirmidzi, no. 1102; Ibnu Majah, no. 1879;
Ahmad, 6/66; dan ad-Darimi, no.2172. Lihat juga: Syaikh al-Albani, Irwa’ al-Ghalil, no. 1849,
shahih.
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(suaminya) telah mencampurinya, maka bagi wanita itu berhak
memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari
mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih,
maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya”. [HR. Khamsah
kecuali Nasai].

-
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Artinya: Dari Abu Huraira RA, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda “Janganlah wanita menikahkan wanita dan janganlah
wanita menikahkan dirinya sendiri, karena wanita pezina itu ialah
vang menikahkan dirinya sendiri”. [HR. Ibnu Majah dan
Daruquthni]

Menurut Wahbah al-zuhaily, hadits pertama yang berbunyi ( ¥
z\&) atau (tidak ada pernikahan) tidak bisa dipahami sebagai
penafian terhadap kesempurnaan pernikahan semata (JWsl ),
melainkan menunjukkan penafian terhadap keabsahan akad nikah
itu sendiri, sementara itu, hadit kedua dan ketiga semakin
menegaskan bahwa pernikahan seorang perempuan hanya sah

apabila dilangsungkan oleh wali yang sah menurut syariat.’

Berbeda dengan pandangan jumhur, mazhab Hanafi
berpendapat bahwa seluruh hadits yang menyatakan keharusan
adanya wali dalam pernikahan ditunjukkan khusus kepada anak-
anak atau perempuan yang belum mencapai usia dewasa. Menurut

pandangan ini, dika dalam urusan jual-beli perempuan dewasa

% Dr. Hj. Iffah Muzammil, Figh Munakahat, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 21



diizinkan melakukan transaksi secara mandiri, maka dalam
pernikahan pun ia memiliki hak untuk melangsungkan akad
nikahnya sendiri tanpa keterlibatan wali, selama terpenuhi syarat-

syarat yang ditetapkan.'”

Pandangan mazhab Hanafi mendapat sanggahan dari al-
Juwaini, seorang ulama dari mazhab Syafi’i. Ia menilai bahwa
mazhab Hanafi telah menafsirkan (melakukan takwil) hadits-
hasdits tidak Nabi secara tidak tepat. Menurut al-Juwaini, istilah
imra’ah yang tercantum dalam hadits tidak bisa dimaknai sebagai
anak Perempuan yang masih kecil, sama halnya dengan istilah a/-
sabiy yang tidak bisa ditafsirkan sebagai laki-laki dewasa (al-rajul).
Bagi al-Juwaini, akad nikah seorang anak Perempuan yang masih
kecil tetap bisa dinyatakan sah apabila dilakukan dengan
persetujuan wali. Namun, apabila tidak ada izin dari wali, maka

pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal.!!

B. Wali Nasab
1. Pengertian Wali Nasab

Wali nasab adalah wali dalam pernikahan yang memperoleh
kewenangan karena adanya hubungan kekerabatan darah (nasab)
dengan perempuan yang akan dinikahkan. Mengenai urutan wali
nasab, para ulama figh memiliki pandangan yang berbeda. Menurut
Imam Malik, yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat laki-

laki terdekat. Ia menyatakan bahwa urutan tersebut dimulai dari

10 Al-Amidi, al-Thkam, vol.3, hlm.40. Lihat juga Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid,
vol.2, 7, al-jaziri, Kitab al-Figh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah, vol.4, 46 dan Wahbah al-
Zuhaily, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, vol.9, 6572-6574.

' Al- Imam al-Haramain Abi al-Ma’ali ‘Abd al-Malik b ‘Ad Allah b Yusub al-
Juwaini, al-Burhan fi Usul al-Figh, Vol.1 (t.t: Dar al-Wafa’, 1997), 339
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anak laki-laki dan keturunannya ke bawah, kemudian ayah dan
leluhurnya ke atas, diikuti oleh saudar laki-laki seibu, saudara laki-

laki seayah dan terakhir kakek dari jalur ayah terus ke atas. !2

Nasab artinya bangsa, wali nasab adalah wali nikah karena ada
hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan
pernikahan.'> Menurut ulama figh, wali nasab haruslah laki-laki
yang memiliki kedekatan keakraban dengan pihak perempuan dan
memiliki kedudukan serta wewenang yang diakui dalam syariat
islam. Kedudukan wali nasab dalam hukum pernikahan Islam
sangat penting karena mereka memiliki hak dan kewajiban untuk

mewakili pihak perempuan dalam akad nikah.'*

Menurut Imam Malik, wali nasab merupakan pihak yang sah
menjadi wali nikah karena adanya hubungan darah dengan
perempuan yang akan dinikahkan, keabsahan perwalian ini
didasarkan pada ikatan nasab. Menurut imam Hanbali, wali nasab
Adalah wali yang berasal dari hubungan darah diutamakan dalam
urutan ayah, kakek dan anak laki-laki dengan mengikuti prinsip
kedekaran nasab dan aturan waris dalam menentukan siapa yang
berhak menjadi wali nikah. Sementara itu, dalam pandangan Imam
Hanafi, wali nasab adalah kerabat laki-laki dari pihak keluarga yang
memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan calon mempelai

perempuan. Imam Syafi’i menegaskan bahwa wali nasab bersifat

109

hlm. 89

12 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.
13 Slamet Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1998),

14 Imam Abu Hanifah, Kitab al-Ahkam, bab Nikah, hlm. 95



patrilineal, yang berarti berasal dari garis keturunan ayah seperti

ayah, kakek dan kerabat laki-laki sejalur.'

2. Syarat Wali Nasab
Wali adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap keabsahan
akad nikah, sehingga keberadaannya sangat menentukan sah atau
tidaknya pernikahan menurut syariat. Namun, tidak semua orang
dapat ditunjuk sebagi wali atau saksi dalam pernikahan. Terdapat
sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat sah
bertindak sebagai wali nasab. Dikutip pula dari Imam Abu Suja’

dalam Matan al-Ghayah wa Tarqib:
i"’j;b :}-‘-"J‘j }@jﬂ‘j é’)’w‘ﬁ\ :dasid il L;\ Ol ﬁj“ s3ks
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Artinya: “Wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan:
islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil”.

Dari pemaparan di atas, bisa kita pahami bahwa wali dalam

pernikahan harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

a) Islam. Seseorang wali maupun saksi dalam akad nikah
wajib beragama Islam. Ketentuan ini telah disepakati
secara umum oleh para ulama sesuai syariat mutlak
dalam pelaksanaan pernikahan menurut syariat Islam.!”

b) Laki-laki. Syarat wali harus laki-laki merupakan

kesepakatan seluruh ulama, karena laki-laki dianggap

15 Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 247

16 Abu Suja’ Muhammad bin Muhammad al-Maliki, Matan al-Ghayah wa Tarqib,
juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) hlm. 45-46

17 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaja al-Kautsar, 2001), hlm. 89
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memiliki kapasitas yang lebih sempurna dalam hal
tanggung jawab dan kepemimpinan. Sementara itu,
perempuan dinilai memiliki keterbatasan dalam aspek
ini, sehingga tidak dianggap layak untuk diwakili
dirinya sendiri apalagi bertindak atas nama orang lain
dalam perwalian nikah.

Merdeka. Menurut sebagian ulama, seorang laki-laki
yang berstatus budak tidak memiliki hak untuk menjadi
wali, baik dalam hal menikahkan dirinya sendiri
maupun orang lain. Status sebagai orang merdeka
dianggap sebagai syarat penting agar seseorang
memiliki kewenangan hukum dalam perwalian.

Baligh dan berakal sehat merupakan syarat mutlak bagi
seseorang untuk dapat menjadi wali dalam akad nikah.
Individu yang telah mencapai usia baligh dan memiliki
akal yang sehat dianggap mampu memahami serta
melaksanakan tanggung jawab hukum, sehingga
dibebani kewajiban syariat. Oleh karena itu, anak-anak
maupun orang yang mengalami gangguan jiwa tidak
sah dan tidak berwenang menjalankan fungsi
perwalian. Hal ini disebabkan karena akad nikah adalah
suatu tindakan hukum yang menuntut kecakapan dan
tanggung jawab penuh dari pihak yang melakukannya.
Adil. Adil merupakan salah satu syarat penting bagi
wali dalam pernikahan. Yang dimaksud dengan adil
disini adalah bahwa wali tersebut tidak dikenal sebagai
pelaku dosa besar dan menjauhi perbuatan maksiat

secara terang-terangan. Oleh sebab itu, seorang yang



fasik yakni yang terbiasa melakikan pelanggaran
syariat secara terang-terangan tidak sah menjadi wali
nikah, karena tidak memenuhi standar dan integritas
yang ditetapkan dalam hukum Islam. Landasan
hukumnya mengacu pada salah satu Riwayat hadits

sebagai berikut:

Artinya: “Ali bin Hujr menceritakan kepada kami,
Syarik menggambarkan kepada kami dari Abu Ishaq,
dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi Muhammad
SAW, beliau bersabda, “Nikah tidak sah kecuali

9999

disertakan wali

3. Hak Wali Nasab
Sebagai wali dalam pernikahan, wali nasab memiliki sejumlah

hak yang diakui oleh syariat Islam. Hak-hak tersebut mencakup:

a) Hak untuk memiliki
Wali nasab berwenang untuk menikahkan perempuan

yang berada dalam tanggung jawab perwaliannya. Ini berarti

18 Sunan Ad-Darimi Ditakhrij oleh Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 326
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wali nasab berwenang untuk menyetujui atau menolak calon
suami yang datang melamar.'®
Hak untuk melindungi

Wali nasab memuliki hak untuk melindungi
kepentingan pihak perempuan. Ini termasuk memastikan
bahwa pernikahan dilangsungkan dengan cara yang sesuai
dengan syariat dan kepentingan pihak perempuan tidak
terabaikan.?’
Hak untuk memilih calon suami

Wali nasab berhak untuk memilihkan calon suami yang
dianggap sesuai untuk pihak perempuan. Namun, pilihan ini
harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan
sesuai dengan kehendak serta kepentingan pihak
perempuan.?!
Hak untuk membatalkan pernikahan

Jika wali nasab menemukan bahwa pernikahan yang
direncanakan tidak sesuai dengan syariat atau akan
merugikan pihak perempuan, wali nasab berhak untuk

membatalkan atau menolak pernikahan tersebut. 22

% Imam Abu Hanifah, Kitab al-Ahkam, Bab Nikah, (Beirut: Dar al-Kutub al-
Iimiyyah, 1998), him. 95.
20 Imam Malik, Al-Muwatta, Bab Nikah, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1999),

hlm. 45.

2! Imam Syafi'i, Al-Umm, Bab Nikah, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000), hlm. 67
22 Imam Ibn Qudamah, AI-Mughni, Bab Nikah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,

1997), hlm. 89



4. Kewajiban Wali Nasab

Selain memiliki hak, wali nasab juga memiliki sejumlah

kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban-kewajiban tersebut

antara lain;

a)

b)

d)

Kewajiban untuk Menjaga Kehormatan

Wali nasab berkewajiban untuk menjaga kehormatan
dan martabat pihak perempuan. Ini termasuk memastikan
bahwa pernikahan dilangsungkan dengan cara yang
terhormat dan sesuai dengan syariat.
Kewajiban untuk Memberikan Persetujuan

Wali nasab harus memberikan persetujuan atas
pernikahan yang akan dilaksanakan. Persetujuan ini harus
diberikan berdasarkan pertimbangan yang matang dan demi
kebaikan pihak Perempuan.”?
Kewajiban untuk Menghindari Ketidakadilan

Wali nasab harus menghindari segala bentuk
ketidakadilan dalam melaksanakan peran sebagai wali. Ini
berarti wali nasab harus bertindak adil dan tidak
memaksakan kehendak yang dapat merugikan pihak
perempuan®*
Kewajiban untuk Memberikan Nasihat

Sebagai wali, nasab juga berkewajiban memberikan
nasihat dan bimbingan kepada pihak perempuan mengenai

pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Ini termasuk

23 Imam Nawawi, Minhaj at-Talibin, Bab Perwalian, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm.

45.

24 Imam Abu Hanifah, Kitab al-Ahkam, Bab Nikah, (Beirut: Dar al-Kutub al-
[Imiyyah, 1998), hlm. 95.
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memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam

pernikahan.?’

C. Wali Hakim

1. Pengertian Wali Hakim
Wali hakim merupakan pihak yang diberi kewenangan oleh
negara atau otoritas yang sah untuk melangsungkan akad nikah bagi
Perempuan yang tidak memiliki wali nasab atau tidak dapat
dinikahkan oleh wali nasabnya. Wewenang ini dapat diberikan
kepada pejabat negara, seperti gadhi, hakim agama atau pegawai
pencatat nikah yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah untuk

menjalankan fungsi perwalian dalam pernikahan.?®

Pengerti